
BAB V.
 SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN.

Penulis  berkesimpulan  adanya   perbedaan  keputusan  keberatan  dan  putusan 

banding  lebih  disebabkan  adanya  perbedaan  dalam   menginterpretasikan  suatu 

obyek pajak, adapun perbedaan sebagai berikut :

 

1. Pemohon banding berpijak terhadap aktivitas usaha tanpa menyebutkan secara 

jelas legal formal dan konsep dan teorinya. 

2. Terbanding  berpijak  kepada  aturan  pelaksana  dalam  hal  ini  peraturan 

pemerintah, tetapi tidak secara komprehensif dalam melihat peraturan yang ada, 

dimana menurut data dan analisa penulis, terbanding tidak mempertimbangkan 

aktivitas usaha yang dilakukan wajib pajak sehingga dalam pengenaan pasalnya 

hanya mengacu pada peraturan pelaksanaan tidak pada undang-undang dan 

peraturan  penjelasannya,  sedangkan  lembaga  keberatan  belum berfungsi 

secara  optimal dan dalam putusannya  belum bersikap  netral,  masih diwarnai 

oleh  intervensi birokrasi yg lebih tinggi.  Lembaga keberatan  masih  dianggap 

sebagai  Peradilan semu (Quasi-Litigasi) karena yang memutuskan masih satu 

lembaga  dengan  lembaga  yang  mengeluarkan  peraturan  peneliti  keberatan 

sebagai hakim doleansi adalah seorang pegawai negeri sipil dan bertugas dalam 

jenjang  hierarkhi  organisasi,  dengan  demikian  independensi  tidak  dapat 

diwujudkan.

3. Majelis  hakim  berpijak  pada   undang-undang  dan  batang  tubuh  aturan 

penjelasan yang didasari dari teori dan konsep dari pada obyek pajak tersebut., 

putusan  hakim  disertai keyakinan  hakim  yang  memberikan  otonomi  atau 

Independent bagi para hakim untuk bersikap netral.
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SARAN

1. Pemohon banding diharapkan dalam mengajukan proses keberatan  didasari 

dengan  alasan-alasan  jelas,  jangan  didasarkan  pada  pandangan  atau 

persepsi  tetapi  alasan  harus  didasarkan  atas   legal  formal  yang  disertai 

dengan teori dan konsep.

2. Terbanding  dalam  memutuskan  sengketa  pajak  sebaiknya  dalam 

mengintepretasikan  obyek  pajak  tidak  terlepas  dari  teori  dan  konsep  dan 

mempelajari legal formalnya secara komprehensif dan memperhatikan aktivitas 

usaha wajib pajak agar tidak salah pasal dalam mengenakannya obyek pajak 

yang  disengketakan,  terbanding  diharapkan  netral  dalam  menyikapi 

permohonan  keberatan  wajib  pajak,  sedangkan  bagi  lembaga  keberatan 

diharapkan  independent  dalam  memutuskan  permohonan  keberatan  wajib 

pajak, penulis mengusulkan agar lembaga keberatan dihapuskan untuk  hasil 

pemeriksaan yang terlebih dahulu dilakukan closing conference antara fiskus 

dan  wajib  pajak  sedangkan  untuk  keputusan  jabatan  yang  tanpa 

sepengetahuan wajib pajak lembaga keberatan dirasakan masih perlu.

3. Majelis hakim selain independent dan netral dalam memutuskan permohonan 

banding , diharapkan juga  ahli dan menguasai dalam bidangnya. 
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